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  ABSTRAK  - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang 
Kelas Ekonomi. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; 
UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 45 
Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 90 Tahun 2010; PERPRES No. 7 Tahun 
2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENKEU No. 250/PMK.05/2010; 
PERMENKEU No. 256/PMK.05/2010; PERMENKEU No. 173/PMK.02/2013; 
PERMENHUB No. 93 Tahun 2013; PERMENKEU No. 177/PMK/02/2014; 
PERMENHUB No. 38 Tahun 2016; PERMENHUB No. 37 Tahun 2015; PERMENHUB 
No. 189 Tahun 2015.  
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Kewajiban PElayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi 
meliputi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik/public service obligation 
(PSO) bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, verifikasi 
pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas 
ekonomi, pemeriksaan, dan pembinaan.  
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2019 
dan ditetapkan tanggal 15 Januari 2019. 
 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik 
Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 171), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

    
 


